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ABSTRAK

Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur rnengenai adanya suatu kesadaran
moral dalam hati nurani setiap anggota Brimob sehingga setiap anggota Brimob
yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh
langgung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang
mengikat baginya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adal
terhadap Personel Korps Brimob yang melanggar k
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kode Etik Profesi Kepolisian dan Apakah penye
etik oleh Personel Korps Brimob.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian yang dilakukan atau ditujukan un gkaji isi peraturan-peraturan
yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Simpulan, Sanksi hukum terhadap Personel Ko

«h Bagaimana sanksi hukum
ode etik berdasarkan Peraturan
Nomor 14 Tahun 201 lentang
bab terjadinya pelangparan kode

ob antara lain dikarenakan (i, 1k
kesa‘daran dan kepatuhan anggota Brimob atas Peraturan Kode Fiik Profesi I%ol?-:
masih relatif rendah, adanya intervens; pejabat  Polri lak

dalam pelaksanaan

Kata Kunci : Brigade Mobil, Kode Etik, Sanksi Hukum
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A. Kesimpulan

LSl g

?\.:::]I:u ll“l‘limll:u:ll;"l‘crhadap Personel Korps Brimob yang Meclanggar
; erdasarkan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara

Repuh.llnk Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian

Sanksi Hukum terhadap Personel Korps Brimob yang melanggar

Kode Etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

yaitu berupa:

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di
hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan
kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;

c¢. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental
kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi,
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama i (satu)
bulan;

d. Dipindahtugaskan kejabatan berbeda yang bersifat Demosi
sekurang-kurangnya | (satu) tahun;

e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Deriosi
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi
sekurang-kurangnya | (satu) tahu; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri.

(Tertuang pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian).

Selain diatur dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri. tingkah laku

anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila

anggota tersebut melanggar peraturan  disiplin maka anggota akan

dikenakan sanksi disiplin sesuai  dengan yang diamanatkan dalam
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Peraturan Pemer;
aturan Pemerinyg .
ermtah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
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vang melangear peraturs g
i BEAT peraturan: disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa

tindakan disiplin atau hukuman disiplin

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pel
Korps Brigade Mobil (Brimob)

anggaran Kode Etik Oleh Personel
Banyak faktor penyebab terjadi pelanggaran kode etik yag dilakukan
personel Brimob, antara lain:
a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Brimob atas peraturan Kode
Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif
rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.

b. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri dalam

pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.

Masih ada tenggang rasa yang tingei dari Ankum untuk melakukan

_(‘a

sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota.

B. Saran-Saran
1. Ankum perlu menvadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara

tegas di lingkungan kepolisian termasuk di satuan brimob sehingga dapat

memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam.

mengupavakan untuk meningkatkan jumlah personil

2

Pemerintah perlu

. I ' a P Q 3 e v . Q) P H
angeola propam schingga fungsi pengawasan terhadap anggota brimob

dapat dilakukan dengan baik.
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